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BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


Bagian Hukum
SALINAN


Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 0079);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.



Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,
Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan
fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan
keahlian.
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BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
Sekretariat;
Asisten;
Staf Ahli;
Bagian;
Sub Bagian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Asmten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Asisten
Sekretaris Daerah yang terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.
(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah Staf Ahli
Bupati yang terdiri dari:
a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian, terdiri dari:
Bagian Pemerintahan;
Bagian Kesejahteraan Rakyat;
Bagian Hukum;
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
Bagian Administrasi Pembangunan;
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
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Bagian Umum;
. Bagian Organisasi;
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
j. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Protokol pada
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
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BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4
(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

a, merupakan unsur staf yang membantu bupati dalam penyusunan

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah;

d. pelaporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP,
kinerja sekretariat, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya
untuk bahan pertanggungjawaban;

e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan dan

f. pembinaan administratif dan aparatur pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Asisten

Pasal 5
(1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

a. membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di
bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama dan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan serta evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi:
. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,

kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;



2. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang tata
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;

3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;

4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;

5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang
tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;

6. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja
sama yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan
mengkoordinasikan bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

3. Bagian Hukum.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

a. membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
Jasa dan sumber daya alam;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam;

3. penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan
sumber daya alam;

4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam;

5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam; dan

6. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
Jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan
mengkoordinasikan bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;




(4)

(1)

(2)

(3)

2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf ¢, mempunyai tugas :

a. membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Asisten Administrasi Umum, mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;

3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang
organisasi;

4. penyiapan  pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidangumum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan,;

5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;

6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi daerah; dan

7. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

c. Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengkoordinasikan
bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Umum;

2. Bagian Organisasi;

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 6
Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai hukum, politik dan pemerintahan.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi, keuangan dan
pembangunan.



(4) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf ¢, mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber
daya manusia.

Bagian Keempat
Bagian

Pasal 7

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah melalui Asisten.

(2) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf a, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja
sama dan otonomi daerah.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

1.

6.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama
dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,
kerja sama dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah  di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama
dan otonomi daerah; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnva.

(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi:

1.

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;



2.

4.

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Bagian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c,
mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi dan informasi.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Hukum, mempunyai fungsi:
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S.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi; dan;

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(5) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan
BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi:

1.

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan
sumber daya alam,;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian,
dan sumber daya alam;



3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian, dan sumber daya alam; dan

4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(6) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Administrasi Pembangunan,mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan;

3. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan;dan

4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (4) huruf f, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;




3.

S.

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(8) Bagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf g, mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan
dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Umum, mempunyai fungsi :

L

3.

penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata wusaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(9) Bagian Organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf h, mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi
birokrasi.

b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bagian Organisasi, mempunyai fungsi:

1.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi:

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya.



(10) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai
fungsi:

1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi;

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi; dan

4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(11) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf j, mempunyai tugas melakukan :

a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan;

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

Bagian Kelima
Sub Bagian

Pasal 8
(1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(2) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9),
mempunyai tugas :
1. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu
pemerintah daerah;
2. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;



3. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan

5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

he

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Pada masing-masing Bagian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai
dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(1)

(2)

(3)

Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.
Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit organisasi Jabatan
Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas
yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan
unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat
teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan
oleh Jabatan Fungsional Tertentu.
Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan
fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional, sebagai berikut:
a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan fungsional substansi administrasi
pemerintahan;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi administrasi kewilayahan:
dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi administrasi kerja sama
dan otonomi daerah.
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi bina mental spiritual;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi kesejahteraan sosial; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi kesejahteraan masyarakat.
c. Bagian Hukum, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi perundang-undangan;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi bantuan hukum; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi dokumentasi dan
informasi.
d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi pembinaan BUMD dan
BLUD,;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi perekonomian; dan



(1)

(2)

(3)

3. Kelompok jabatan fungsional substansi sumber daya alam.
e. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi penyusunan program;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi pengendalian program; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi evaluasi dan pelaporan.
f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi pengelolaan pengadaan
barang dan jasa;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi pengelolaan LPSE; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.
g. Bagian Umum, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi tata usaha pimpinan, staf
ahli dan kepegawaian;
2. Kelompok jabatan fungsional perlengkapan; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi rumah tangga.
h. Bagian Organisasi, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi kelembagaan dan analisis

jabatan;

2. Kelompok jabatan fungsional substansi pelayanan publik dan tata
laksana;

3. Kelompok jabatan fungsional substansi kinerja dan reformasi
birokrasi;

i. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional substansi komunikasi pimpinan;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi dokumentasi pimpinan;
j. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
1. Kelompok jabatan fungsional perencanaan;
2. Kelompok jabatan fungsional substansi keuangan; dan
3. Kelompok jabatan fungsional substansi pelaporan;

Pasal 11
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis
jabatan dan beban kerja.
Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Sekretariat Daerah menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan,
analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah.



Pasal 13
Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan
tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dalam hubungan antar
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 14
Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretaniat
Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 15
Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
jabatan struktural eselon Il.a.

(2) Asisten dan Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
atau jabatan struktural eselon Il.b.

(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan
struktural eselon Ill.a.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan
struktural eselon IV.a.

Pasal 18
(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Bupati.
(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
(3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19
Pendanaan vyang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2016 Nomor 11) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 mqamber 2021

BUPATLSUMBA BARAT.
ttd
¥OHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 Nopembe¢ 2031 gajinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT /
ttd
AG S E. JAHA,L SH
DANIEL BAYA PABALA Pembina Tk.I-IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR .2Y


Bagian Hukum
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